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PENDAHULUAN

Ragi Negara Republik Indonesia yang sedang meningkatkan
pembangunan di segala bidang menuju masyarakat  adil :_!on
makmur, pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang

sangat peniting bagi penyelenggaraan pemerintchan dan

pelaksanaan  pembangunan  nasional sebagal | pengemalan

Pancasila  dan Undang - Undang Dasar 1945, Sesuail dengan

Pasal 33 ayat (3) Undang—Uﬁndang Dasar 1945, bumi, air dan

Arti kata Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yvang

berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan suatu ketentuan Undang-

undang. Misalnya bea masuk dikenakan atas pemasukkan barang ke dalam wilayah pabean

dan bea keluar dikenakan atas pengeluaran barang keluar wilayah pabean, atau bea balik

nama yang dikenakan atas perbuatan pemindahan hak pemilikan atas suatu hara. Definisi
—dad bahan pengaiaran, Diktat Perkulliahan Hukum Pa!ak Kenotariatan UNPAD.

" Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang undang Nomor 7% Tahun 1997, Objek
Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bagunan yang dapat herupa :
a. fanah, termasuk tanaman diatasnya ;
b. tanah dan bangunan ;
¢ bangunan.
Yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditenam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan atau perairan, antarz lain :

gedung ;

rumah ;

kolam renang ;

tempat olah raga ;

silo.
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kekayoan dlom yang terkandung di ddicmmys Sihosiz 2eh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-gsscim .o w877 23T an
rakyar. Tanah sebagai bagian dari bumi yarg ~= 0037 ~Iunia

™

fuharn Yang Maoha Bsa serta memiliki fungs’ scrct & 1277206

memenuhi kebuivhan dasar untuk papan cor o-on wi3°0 w@d
Mmerupokan GIQT_;,invesiasi vang menguniung«or.  SS8rT a8 uga
dengaen bcng"won vang membperkan maricc ekt I oagt
pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yong mames o on hak

atas tonah dan bangunan, waiar menyerchkor 3eb
ekonomi yvang diperolehnyakepada Negara melciur pemoayaran
oajck  yang dalam hal ini Bea Perclehan Hak ofas Tanch dan
Bangunan. *

Perolehar: hak atas tanah dan atau bangunan bad karenda
cemindchian hak maupun hok atas ‘cnch menjcd Obe Jojak
dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tanun 997 naMmuUn
terhadap perolehan hak atas tanah dan aiau bangunan warsan
baru diberlakukan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20
Tchun 2000 tentang Perubchan Atas Undang-undang Nomor 21

Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bongundn.

ihat Penjelasan Umum UU RI No.21/1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Jangunan, yang dibuat sebelum YUD 1845 diamandemen.

segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran (sebenarny@ tidak

iigaris-bawah. tambahan oleh pentlis) atau objek pajak, balk keadaan, perbuatan, maupun
eristiwa . Dalam bahasa Jerman disebut Tatbestand, Misalnya -
keadaan : kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu, memiliki kendaraan bermotof,
radio, televisi, memiiiki tanah atau barang tak gerak, menembapti rumah tertentu
(kebanyakan secara statisftetap) ;
perbuatan . melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau
gedung, mengadakan pertunjukkan atau keramaian, memoeroleh penghasilan.
bepergiar ke luar negeri ;
peristiwa . kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang

diperoleh karena secara tidak terduga, pokoknya segala sesuaiu yang terjad: di luar
kehendak manusia.

selanjutnya lihat Rochmat Scemitro : Asas dan Dasar Perpajekan 1. PT.Eresco Bandung.
990. Aim. 101.



Perlucecn cakupon  Objek  Pogak *erhadop  warisan  ini
sebagaimaona  fujuan penyémpumoom*w yang dicanfumkan
calam Penjslason Umum-nva adlinea ke-¢ huruf ¢ radi warisan
merupoken juga Objek Pojak {berdascriar cetenflan nasal 2 ayat
(21 moiui Q. angke S Undang-undaong Nomor 20 Tahun 2000).
Dengan berickunya wanisan  sebagai Obisk Pojok,  justiu
membowa persooldn dalam pengenacn fea Percichan Hak Afas
Tanah dan Bangunan selanjuinya disebut BPHTB, khususnya dalam
oraktek sehari-hari. Pemungtjl‘cm BPHTE ferhadap tanch dan
bangunan pada kenyataannya oleh pihak fiskus® fidak hanya
dibebankan atas  warsan  berupa tanah Wdcn bangunan

(berdasarkan ketentuan pasal 2 dy-/cﬂ (2) huruf a. angka &5 Undang-

un'dcm,g Nomor 20 Tahun 2000} tetapi juga afas pemisahan dan

pembagign_warisan _berupa tfanch don cangunan (berdas oikan

ketenfuan po.sol 2 ayat (2) huruf a. angka 7 Undang-undang Nomor
20 Tahun 2000 yang disebutkan “"pemisahan hak  yang
mengakibatkan peralinan”).

Dalam  hukum  pajak  dikenal azas  “taxation  without
representation is a robbery” dan pgjak ganda aiau lebih dikendl
dengan nama “double taxation”. Berkaitan dengan obyek pajak
“pemisahan pembagian warisan” berupa tanah dan bangunan

yang juga dikenakan BPHTB, yang sebelumnya juga sudah

juga dapat juga dikategorikan pengenaan pajak ganda ? Padahal
berdasarkan Hukum Pgjak jelas pengenaan pajak ganda dilarang.

Namun pada kenyataannya pihak fiscus tetap mengenakan BPHIB -

‘iscus adalah negara, pemerintah sebagai penagih pajsk, sebagai pengurus harta kekayaan,
engurus milik negara, jawatan pajak. Lihat Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea,
Jelanda-Indonesia. susunan. Mr.Algra. (et af), Binacipta. Bandung. 1983, him.140



terhodop pemisahan daon pemiagion warisan dDerupa tanah dan

bangunan tersebut.

BPHTB DALAM HUKUM PAJAK

Berdasarkan Pasal 1 ayaf {1} Undang --undang Nomor 20
Tahurn 2000 disebutkan Bea Perolehan Hak aias Tanah dan

Bangunan adalch pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas

tanah dan atau bahgunan, yang setanjutnya disebut pojck._

Jelasiah bahwa BPHTB termasuk ke dalam salan satu jenis pajak.®
Bita kita felaah dalam pembagian hukum pajak berdasarkan
sifar ‘daon maksud pengenaannva, maka 8PHTR merupakan pajak
fidak langsung yaitu pajak yang hanya dipungut kalaupada suatu
“ketika terdapat suaf_u_perisﬁwa atau perbuatan seperti penyerahan
barang tak gerak, pembuatan suatu akta, dsb ; lczgibulc: pajak ini

tidak dipungut dengan Surat Ketetapan Pajak”, jadi tidak ada

da beberapa definisi tentang Pajak diantaranya
Paiak =adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sekior publik berdasarkan
Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (fegenprestatie)
- yang secara langsung dapat ditunjukkan. yang digunakan untuk membiayai pengeluaran
umum dan yang digunakan sebagai alat pedorong, penghambat atau pencegah untuk
mencapal tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara. Definisi dari Rochmat

Scemilro. Pengantar Singkat HURUM FPajak, FT.E£resto Bardung, 1982 t2—

Paiak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, vang dipungut oleh penguasa
berdasarkan narma-norma hukum, guna menuiup biaya produksi barang-barang dan
jasa kolektif, dalam mencapai kesejahteraan umum. Definisi dard Soeparman
Scemaharmidfaja. desertasi berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Golong Royong’

- Universitas Padfafaran Bandung. 1964,

“Betastingen zijn aan de Overheid (volgens algemene, door haar vastgesteide normen)
verschuldigde afdwingbare prestities), waar geen tegenprestalie fegenover stagt en
uitsluitend dienen tot dekking van publieke uitgaven. Definisi dari N.J Feldmanr. De
overheidsmiddelen van Indonesia, Leiden, 1949,

surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat keputusan yang diambil oleh Pejabat Kantor
yspeksi Pajak, yang dinyatakan secara tertulis, mengenai, besarnya hutang pajak, serta
imiak yang dijadikan dasar perhitungan (Pendapatan, Penghasiian, Kekayaan dan



kohir*nya, misalnya Bea Meterai, Bea Balik Nama, Bea Warisan, dan
sebagian besar dari pajak.’ Atau definisi lain adalah pajak-pajak
vangsecara  ekonomis  pada  akhenva  dapat  dilimpahkan
‘digeserkan! kepada pihak lain sedangkan secara administrafif
iidak dikenckan secara beruiang-uviang, fetapi hanya dikenakan
oiia terjadi hal-hal, aiau peristiwa-perisiiwa yang dikenakan pajak.
Sedangkan berdasarkan lempaca pemunguinya afcu
kewenangan memungutnya merupakan Pajak Daerah yaitu pajak-
pajak yang pemungutannya dikelola oleh Departemen Dalam
Negeri melaiui Pemerintah Daerah Tingkat | dan Pemerintah Daerch
Tingkat 1l /Kotamadya. Hal ini dipertegas ddlam Penjelasan Umum
Undang-undang 21 Tahun 1997, hasil. penerimaan  BPHTB
merupakan penerimaan Negara yong sebagian besar diserahkan
!-:epddc“ Pemerintah Daerch, untuk ‘meningkatkan  pendapaian
doerch guna membiayal penyelenggaracn pemerintah daerah
dan dclom rangka memantapkan otonomi daerah.  Kemudian
apabila dilihat berdc«sorkc;n pangkal tolak pe}wgenognnya dan ciri-
cirinya maka BPHTE merupakan Pajak Objekfif yaitu pajak-pajak
yang pemungufannya berpangkal pada objeknya, dan pajak
dipungut karena keadaan, perbuatan, dan kejadian yang
dilakukan  afau  ferjadi dalam  wilayah Negara tanpa

mengindahkan kediaman atau sifat subjeknya.’!

bagainya), jenis pajak, tahun pajak , nama wajib pajak dan alamatnya, saat pembayaran,
mor dan Kode Kohir. Definisi dari Rochmat Scemitro, ibid, him.43.

thir merupakan cermin SKP dan merupakan ‘record” tempat untuk mencatatkan semua
dakan yang diambil terhadap wajib pajak, seperti peringata tegoran, surat paksa sita dan
n sebagainya. Lihat sebagian Rochmat Soemitro. 4sas dan Dasar Perpajakan 2.
T Eresco Bandung. 1991, him. 19.

iris bawah oleh penulis. Lirat R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar llmu Hukkum Pajak,
I Refika Adilama Bandung, 1998, him.94.

impulan catatan penulis dalam Hukum Pajak di Notariat.

m.



Pemenvhan kewnibon BPHTR adolaoh berdosarkan sistem self

assessment yaitu Wajib Pajak 2menghitung dan membayar sendiri

utang pajaknya. sadi corang otau Bodon yvang dikenakan BPHTE
harus menghitung  membuat Surct Setoran BPHTB {SSBI can
Faes

membayar pajgknya sendin. Besarmnya iari ditefdpkan sebesar S

{lima persen} dari Nilai Perolehan Sbiek Pajak Kena Pajck.

WARISAN SEBAGA! OBJEK PAJAK BPHT-

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Perubahaon Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
Tentang Bea Perolehan Hok Atas Tanah dan Bangunan, maka
warisan yang semula berdasarkan keterntuan Pasal 3 ayat (1) hurui
. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 bukqn merupcakan objek
pajck BPHTB, berdaosarkan ketentuan Pasal 2 ayat {2} huruf a. angka
5 Undang-undang Nomeoer 20 Tahun QOOO‘yQ_ng mulai berlaku
terhitung sej'ok tanggal 1 Januari 2001, ditetopkdn sebagai objék
pajak BPHTB. Namun fidak dijelaskan apakah yang dimaksud
dengdn warisan tersebut atau jenis warisan apa yoﬁg dikenakanan
BPHTB. Rasio legis yang dapat digunckan adalah bchwa BPHTB
menyangkut tanch dan bangunan, maka warisan tersebut berupa

tanah dan atau bangunan. Walaupun sudah jelas warisan berupa

tanch _dan atau bangunan,.masih belum_jelas apokan warlsan.
vang dimaksud warisan yang sudcnh  ferbagi ctau  masih

kepemilikkan bersama.
Warisan addalah sodl apcokah dan bagaimancakah pelbagai

hak-hak dan kewgjioan-kewdgjiban fentang kekayaan seseorang

Najib pajak adalah orang atau badan yeng menurut ketentuan peraturan perundang-
indangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk
emungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

o



pada waktu ia meninggai dunia akon oerdlih kepada veng masik
hidup. = Pada infinya wariscn it merupakan pengalinan haria
kekayaon dart orang vang sudan meninggal dunia {pewarisi.
sehingga harus ada suatu peristiwa vaitu kematian darl sewarls
terlebin dchuiu.  Harta kekayaan itersebut dapar berupa aktiva
ibarang-barang yvang masin adal dan pasiva {daiam bentuk
utang-utang).

Bila dikaitkan dengon BPHTB. maka warisan yang dimaksud
adalah merupakan harta peninggaian dari pewaris yang berupa
aktiva khususnya tanah dan ctau bangunan, yang akan beralih
kepada (para) ghli waris™ ckibal adanya kematian.  Warisan
termasuk dalam objek pajck . yang disebabkan adanya suatu
peristiwa 1 kematian, kéun’rungqn yang . diperoleh secara
nendaack, arnwgerah | vang  dipercieh karcna secarg ’ridck,

terduga, pokoknya segadla sesuatu yang terjadi di uar kehendak

manusia. {Para) ahli waris sebogqi subiek pajak BPHTB?’?, yang akan

Definisi dari Wirfono Prodjodikoro. Hukum Werisan di fndones;a Bandung., Vorkink van
Hoeve,’s Granvenhage, him. &.
Ada beberapa defini lain :

1.

=

Warisan adalah hara peninggalan. pusaka, dan surat wasiat. Lihat W.J.S.
FPoerwardarminta. kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta — Depdikbud Pusat
Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982. him. 1148,

Wansan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, suatu kompleks
aktiva dan pasiva. Lihat Harfono Scerjopratiknjo. Hukum Waris Tanps Weasial Seksi
Notariaf Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, cetakan Il 1983.

Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang
berpindah kepada para ahli waris. Lihat J. Satrio. Hukum Waris, Alumni Bandung, 1992
him. 8.

Kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati itu, adalah merupakan sustu kumpulan aktiva
dan pasiva, yang dinamakan hara peninggalan atau warisan. Lihat M. Isa Arief A. Pitlo,
Hukurn Waris Menurut Kitab Undang-tUndang Hukum Perdata Belanda. PT inlenrnasa
Jakarta, 1994, him.1.

Ahli waris adalah mereka yang menggantikan kedudukan hukum dari orang yang memnggal
dalam kedudukan hukum harta kekayaan. Lihat Harfono Soerjopratiknjo. op.cit, him. 1

Yang menijadi subjek pajak adatah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas
tanah dan atau bangunan. Lihat Pasal 4 Undang-undang 21 Tahun 1987 fentang BPHTB.



dikenakan BPHTE sebab ia/mereka telah mempero!eh hak ofos
tanah dan atau bangunan dart pewaris sebagal suatu keuntunge”
yang diperoleh secara mendadak/ tidak ferduga. Sebocs
sebagcimana peristiwa kernafion yvang  fidak dopai dicj-ur;.r:-
duga mengenal waktunya. Sebagaimana felah disampakcr
dimuka. dasar pengenaan BPHIB addlah fanah sebagai bagicr
bumi. vang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa  serc
memiliki fungsi sosial, di samping memenuhi kebutuhan dasc:
unfuk papan dan lchan usaho, juga merupckan alaf invesias:
yang menguntungkan. Demikian juga dengan bangunan vang
memberikan manfact ekonomi bagi pemiliknya.  Oleh karenc
ifu, bagi mereka vyang merﬁperoleh hak afas fanah don
- bangunan, wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi  vang
diperciehnyu kepcda Megura melalui pemboyaran pajak. lac
pengenaan pdjak berupa BPHTB terhadap warisan berupa tanch
dan bangunan adalan merupokan hal yang wajar sebab (para)
ahli waris telah memperoleh keuntungan atau manfoat  dar
pengdihan tanch dan atau bangunan  warisan  iersebut.
Wdalaupun secara nyaia keuntungan atau manfaat hanya dapat
kita lihat melalui pengalihan kepemilikkan sgja, berupa balik nama

warisan atas tanah dan atau bangunan's, Untuk proses balik nama

warisan ini, (para) ahli waris selain harus membuktikan bohwa

mereka addldh~ Bénar-benar dahii waris melalur eterangan -Ahli

Waris' ", ia/mereka harus membayar BPHTB dan membayar biaya

salik nama warisan berupa tanah dan atau bangunan adalah merupakan proses pangalihan
epemilikkan suatu tanah dan atau bangunan dari pewaris kepada (para) ahli waris melalui
antor Badan Pertanahan Nasionai sefermpat {tergantung wilayah tempal tanah dan atau
angunan tersebut berada), sehingga pada akhimya sertifikat tanah sebagai bukli
:epemilikkan yang semula atas nama pewaris berubah menjadi kepemitikkan atas nama
para) ahii waris.

leterangan Ahli Waris merupakan bukt surat yahg menyebutkan di dalamnya siapa ahli
varis dari pewaris, apa hubungan ahli waris tersebut dengan pewaris dan besarny= hagian



baik nama waorizzn, Melihat darl proses balil nama warsan ajas
tanah dan afau bangunan yang semuta atas nama pewarls Deraih
kepada {oora) ahli waris, menandakan bohwa hanva ferhadop
warisan berupa fanoh dan atau bangunan yang sudan terbod
sala yang dikenakaon 8FPHTR. Pengenaan BPHTE ferhadap waiisa
ang sudch terbagi  dibebankan kepada {para) arli warns vang
nocmanya fercantum dalam bukd kepemi%‘ikkcn tanah daon otou
bangunan tersebut [serfifikal) meldui proses balik nama/ peralihan
kepemilikkan.

Dalam kehidupan sehari-har, ada kalanya pada saat proses
balik-nama warisan, (para) ahli waris sepakat untuk meyerahkar
fanah dan afau bangunan tersebut kepadda seorang rs'ojo dari parc
anli waris untuk dinvatakan sebagai pemilik haria peninggalan
pewaiis. Dalam hal harta peninggdlan tersebut berupa tonan don
oiau bangunan yaong hendak diserahkan kepada salah seoiang
caja dart ahli warls maka harus dilaiui suaiu proses yaitu pemisahan
pembagian warisan'= berdasarkon Pasal 573 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang berbunyi .

“ pembagian benda yang menjadi milik lebih dari satu
orang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang
ditentukan tentang pemisahan dan pembagian harta
peninggalan”

Bentuk nyata dari pemisahan pembagian warisan tersebut
— —haws_melglui  sugtu akia vang disebu’r denoon Akta

warisannya yang dapat dibuat olel pejabat yang berwenang {Notaris, Pemeriniah ::etemo::
Pengadilan} tergantung siapa ahii wars yang bersangkutan dan sesuai peraturan yang
berlaku.

Pemisahan pembagian warisan adalah suzstu perbutan hukum, dengan mana perserts

bersama-sama menghapuskan hal tak dapat dibagi, sekurang-kurangnya mengenai salah

satu benda, sekurang-kurangnya mengenai salah seorang peserta dan memperuniukkan

bagian-bagiannya untuk orang tersebut Definisi dari catatan kuliah penulis, Teknik
- Pembuatan Akia lIl.

Pemisahan pembagian harta pemngga%an {warisan) ini diperbolehkan dan diatur menurut

Pasal 1086 s/d Pasal 1125 bab 17 buku Il K. U.H.Perdata. '



- Pemisahan Hak Bersamc, vang dibuct dihodapan Pejabat
Pembuatl Akic Tanah {PPAT} dengan bentlk ckia yang felan
ditentukan. Seringga proses palik nama kembaii terjadi dor
{pdrc) anhli warls kepada saich satu ahli waris, dan Rt
pemenuhan syaral balik nama ini, pihak fiscus Kemoc
mengenckan BPHTE terhadap cbjek vang sama dan subjek
vang scma. Hal indah yang menjadl masalah karena akar
iimbul cpa vang dinamckan pajak  ganda. | Namun
sebelumnya kita mesti melihat perimbangan cpa yang

dipckai dan bagaimana hal fersebut dapat terjadi.

PEMISAHAN PEMBAGIAN WARISAN DIKAITKAN
DENGAN PAJAK GANDA

Pihak fiscus mengenakan BPHTB dengan dasar hukum Pasal 2
ayat {2} huruf o angka 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun Z000
yang berbunyi :

(2) Perolehan hak atas tanah dan atav bangunan
sebagaimana dimaksud daltam ayat (1) mellpuh
a. pemindahan hak karena :

7. pemisahan hak yang mengakibatkan

- peralihan.—

Apabila kita melihal penjelasan darl undang-undang dimaksud,

bahwa Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah

pemindahan sebagian hal bersama atas tanah dan atau bangunan
oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak

bersama. Jadi disini pthak pembuat undang-undang membedakan
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cntora pemischan hak yang mengakibatkan  peralihan dan
pemischan hak yang tidak mengakibatkan peralihan. Uniuk itu kito

harus  menelaoah apakah  pemischan  pembagian warisan ity

mengckibatkan peralinan hcké
Untuk menjawab pertaryaan iersebut, kita fidak feriepas dari
suafu kepemilikan. Dalam Hukum Perdata dikenal 2 jenis Pemilikan

Bersama, yaitui~ :

1. Pemilikan Bersama yang bebas
Hak milik bersama yaong bebas ferjadi karena diperjaniikan
antara beberapa pemilik bersama dalam suatu benda. Jadi,
para pemilik bersama itu menghendaki pemilkan bersama
tersebut.
~Misdlnya : beberapa mahasiswa membeli sebuch rumah,
mereka beréomc-scmo meniadi pemilik rurnah tersput.

. Para  pemilik berscma dapat meminia pemischan  dan
pembagian ferhadap benda bersama tersebuil. Setiap pemilik
bersama mempunyai bagian sebagai harta kekayoan yang
berdiri sendiri, dan wenang menguasai bagiannya ifu dan
berbuat apa sgja terhadap bendanya tanpa perlu izin dari
pemilik bersama lainnya, misclnya meniual, menggadaikan,
menghipotikkan bagiannyaitu.

2. Pemilikan Bersama yang ferikat

Haok milik bersama yang lerkal Tenadi kdrena k&tEntUan
undang-undang dan sebagai akibat hubungan hukum yang
sudah ada terebih dcohuiu, misainya pemilikkan bersama harta

perkawinan ckibat adanya perkawinan, pemilikkan bersama

atas harta peninggalan akibat adanya pewarisan. hak milik

bersama ckibat adanya persekutuan. Dalah hak milik bersama

il



ang terkat terdapat kesciuan mengenai benda bersama dan
pembagica fidak mungkin dilakukan. Tiap penmiiik bersama tidak
dimungkinkan berbuat apa saja tanoa izin dart pemilik bersamd
lcinnya. Tiap pemilik bersama bernck aias seluruh bendanya.
Tetapt mengenai harta peninggaler dapat difercbos, sehingga
dapai dipischka}l atau diabgi antara para ahii warisnya.
Sedangkan Aak milik bersama vang ferkat lainnya hanya dapat
dibagi apcbiia ikatan putus atau bubar, misalnya perkawinan
- putus karena perceraian, persekutuan bubar karena perceraian,

persekutuan bubar karena berakhir.

g

Berdasarkan apa yang dikemukakan di afas, warisan merupakan
bagian dari kepemilikan bersama yang tferkat dan menurut
- perkembangannya  boleh dilokukah pemisahar:  pembagian
warisan.

Men-uru’r ketentuan Posgl 1083 KUHPerdofq. vang mengatur
mengnai periha “daya berlaku surut” dan suatu pemisahan
pembagian warisan, ahli waris yang menerima pemisahan - dan
pembagian warisan dianggap seketika, vaitu sejak saat pewaris
meninggal dunia, menggantikan pewaris dalam hak miliknya atas
benda-benda yang dibagikan kepadanya, sedangkan para anll

waris yang lainnya dianggap sejak saat pewaris meninggal dunia

‘tidak pernah memperoleh hak milik afds benda waltisar yang— -~
dibagikan kepada ahli waris lain.  ladi dalam hal pemisahan
pembagian warisan, apabila sesuatu barang yang termasuk dalam
warisan yang bersangkutan dipisah dan dibagikan kepada salah
seorang ahli warls, maka hak milk atas barang tersebut beralih

langsung  dari pewaris kepada ahli warls  yang menerima

“enjelasan nomor 1 dan 2 dart Abdukadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra
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nemischan dan pembagian warisan tersebut. Untuk ahll waris yvang
lainnya, menurut keieniuan Pasal 1083 KUHPerdaia sejak saat
pewars meninggal dunia fidck pernan memperoleh nak milik atas
barang warisan tersebut, mako tentu saja ahii warls vang lainnya
ity juga fidak mungkin menyerchkan hak milik yong tidak pernan
dipunyainva kepada ahli wans yang menerima pemisahan dan
pembagian iersebut. Cleh kareno itu, pemischan pembagian
warisan bukan bersitat fransiatief imengdalihkan hakl, melainkan
hanya bersifat declaratfief (hanya menerangkan- peraiihar hak
yang demi hukum telah teriadi sebelum dibuatnya pemisahan dan
pembagian warisan melalul Akia Penyeranan Hok Bersama, yaitu
pada saat pewaris meninggal duniaj.

Jadi untuk menjawdb pertanyaan dimuka, berkaitan dengan
pinak fiscus yong menerapkan Pasal 2 ayaf (?)_ hurut a angka 7
Undaong-undang Nomor 20 Tahun 2000 Sebqgai dasar hukum
pengenaan BPHTB terhadap pemisohon dan pembagicn warisan
addiah fidak pada tepat. Menurut penj;alosicnnyc, jelas pemisahan
yohg menyebabkan perdiihan hak ifu hanya dapal dbebankan
BPHTB terhadap pemilikan bersama vang bebds, bukan terhadap
pemilikan bersama yang ferikat seperti haria peninggalon afau
warisan.  Sebab uniuk harta peninggalan atau warisan apabiiia

dipisah bagikan iidak menyebabkan perdlihan hok sebagaimana

- dimaksud T dalam st pasat--tersebut,.  —Rihakdiscus telah salah

mengartikan sehingga seharusnya tidak boleh memungui BPHTB
ternadap pemisahan pembagian warisan.

Didalam hukum pagjak dikendal istiiah  “taxation without
representatief is a robbery”, bahwa penegaan pajak itu harus ada

kesepakatan dar rokyat dan kerelaan rakyal yang disuarakan

Aditya Bakti Bandung, 2000, him. 154



melalul lembaga DPR vang kemudian dijuangkan dolcm bentuk
undang-undang, apabila  fidak  ada  undang-undang  atau
aturannya aofau  bahkan menuryt penulis  apabila salain
menerapkan  afurannva maka pajak iy dianggop  sebaga
perampasan atau perampokan. Selain itu dikenal juga dengan
isfiah “double taxation” ofau apa yang disebut dengan pajak
ganda. Terjadinya suatu pajak ganda apabila terpenuhinya ciri-cin
pajok ganda tersebut antara lain @ adg beberapa negara yang
memungut pajak, untuk objek yang sama, pada subjek yang
sama, dengan dasar yang sama, dan untuk pajak yang sama atau
sejenis.

Pengencan BPHTB ferhadap warisan  dan  pemischan
pembagion warisan dapat dikategorikan sebagai pengenaan
Soak  ganda. Walaupun  fidok  dipungut  ofeh né_garq yang
berberda namun pajck ifu  dikenakan pada objek warisan yang
sama sebagar objek pajck, dibebankan kepada (para! anil waris
yang somd sebogal subjek pajak d.on pengenaannya adaah untuk -
pajak yang sama afau sejenis dengan dasar yang sama yaiiu
dalam Bea Perolehan Hak Afas Tanah dan Bangunai menurut

Undang-undang Nomor 20 1ahun 2000,

KESIVIPULAN DAN SARAN

Warisan merupakan objek pajak Bea Perolehan hak Aias
Tanah {BPHTB) sejak diberiakukannya Undang-undang Nomor 26
Tahun 2000 Tentang Perubchan Atas Undang-undang Nomor 21

Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
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Namun pada kenyctcannya pemisahan pembagian terhadap
warisan yang sama uga dikenckan BPHT3 padaohal  warisan
merupakan kepemilikan  befsama  yang terikat vang  fidak
menimbulkan pengalihan hak.

Selain ity bertentangan dengan czas dalam hukum pajak
yaiiu “foxatfion without representafief is a robbery”, bOhWé.
penegaan pajck iy harus ada kesepakatan dari rokyal dan
kerelaan rokyat yang disuarakan -melalui lembaga DPR yang
kemudion dituangkan daam beniuk undang-undang, apabila
tidak ada undang-undang atau aturannya  afau bahkan menurut
sayc dgpabila  salah nﬁeneropkon_ aturannya mcaka pajak  itu
dionggap sebagai perampasan atau perampokan. Juga timbui
larangan dalam hukum paojak yaitu pengenaan pajak ganda aftau
‘deuble fcxafion”, dimano telah dickukan pemungutan pajck
pada objek warisan yang sama sebagai objek pgjak, dibebankan
kepada (para) ahli wars yang sama sebagai subjek pajak dan
pengendonnyc adaah  untuk pdjok yang sama  atou sejehis
dengan dasar yang samda ydaitu c_':lclcxm Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun
2000. |

Sehjnggcz menurut  penulis, opAc-ibilq pemerintan  hendak
mewujudkan penyelenggaraan perpojckém yang adil, maka

T pemisthan pembagion watisan—sebageat objek-pajak-yang harus
dipungut oleh fiscus, pihak pemerintan harus mengkaii ulang isi dari
Undang-undang Nomor 20 TJohun 2000 tersebut  fanpa
menghilangkan rasa keadilan dan kepentingan bagi masyarcakat,
karena apabila ditinjau dari segi hukum yang ldin secara teori.

. penerapan pengenaan BPHIB tferhadap " warisan adalah wajar

namun terhadap pemisahan pembagian warisan tersebut adalah



fidak relevan. Atau dlangkah lebih baik jika pengenaan BPHTB

terhadap pemisahan pembagian warisan harus dihapuskan.
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